PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL {(RA) MUJAHIDIN
EABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang -n, bahwa dalam rangka meningkatkan akaes pendidikan
madrasah vang bermutu, perlu memberikan kescmpatan
masyarekat melalui organisasi herbadan hukum untuk
menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai
dengan standar nastonal pendidikan;

b, bahwa madrasah yang tercanium di bawah inl tclah
memenuhi  persvaratan  administratif, teknis, dan
kelayalan yang teiah ditetaploan;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sehagaimana
dimaisud dalam huruf a dan b di atas, perlu menctapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Hementerlan Agama
Provins: Kalimantan Seclatan tentang Pemnberian  lzin
Pendirian RA Mujahidin,

Mengingat . 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
pendidikan  Nasional [(lembaran  Negara Republik
indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4301,

2. Undang-undang Nomor 14 Tabun 2005 lentang Guru dan
Dosen: (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 157, ‘Tembahan Lembaran Negara Republile
Indonesia Nomor 4586j;

2. Pergturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20035 DALY
Srandar Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496] sebagalmana
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telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tehun 2005 tentang Standar
Nesional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
indoncaln Tohun 2013 Nonsor 71, Tambahan Lembaran
Negani Republik Indonesia Nomor 5410);

Peratvran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar Pendidikan Dasar [Lembaran Negara
Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambshan
Lembe ran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanfan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Iodonesia Tehun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Repuldik Indonesla Nomor 4864);

Peraturen Pemenntah Nomor 74 Tahun N8 tentang
CGuru (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941);

Peraturart Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indenesla Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9150) sebupaimana telah  diubah dengan  Permturan
Pemerintah Notor 66 Tahun 2010 tentang Perubazhan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Fengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Menterl Pendidikan Nasfional Nomor 24 Tahun
2007  tentang Srandar Sarana dan Prasarana Untuk
Seleolah Dasar/Madrasah Ibtidalyah, Sckolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawivah, dan Sekolash Menengah
Atas/Madrasah Alivah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
N0 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupsten/Kota sebagaimana telah diubah  menjadi
Peraturan Menteri Pendidilkan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubaban atas Peraturan Menteri
Pendidikan Naslonal Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama
Islam pada Sekolah schagaimana telah diubah denpan
Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menter Agama Nomor 2 Tahun



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas
Pendidilean Agama Islam pada Sekolah;

12, Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 20013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah,

1. Nots Niras Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah Kentor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimanan Selatan Nomor : Kw.17.4/5/PP.01.1/640
{2015 Tanggal 18 Maret 2015;

2. Relkomendasi darl Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Huiu Sungai Utara Nomor :
K. 17,08 4,/ PP.00/ 531 /2015 Tanggal 2 Maret 2015.

MEMUTUSKARN:

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RA MUJAHIDIN KABUPATEN
HULU BUNCGAI UTARA

- Memberilan lzin operasional pendirian satuan pendidikan
madrasah vang diselengparakan oleh masyarakat kepada
madrasah sebagaimana tercantuin dalam Lampiran yang
merupakan begian tidak terpisahkan dari Keputusan ind.

‘lgln operasional schagaimana  dimaksud dalam DIKTUM
KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima} tahun
terhitung scjak tahun  pelajaran  pertama  sctelah
ditetapkannya Keputusan ini.

- Setelah janpka waktu 5 {lima) tahun, Kepala Madrasah yang
hersanglkutan wajib melakukan keglatan scbagal berilkrt:

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Rantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedilkit nerkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan  pemenuban  standar
pendidilk dan tenaga kependidikan; dan

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah /madrmsah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.



KEEMPAT

KELIMA

KEFENAM
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: Dalam hal laporan perkembangan madrasah sehagaimanga
dimaksud dalam DIKTUM KETIGA huruf & dinflai memuaskan
dem hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIOA
huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap
diberikan,

: Dalam hal laporen perkembangan  madrasah sebagaimana

dimaksud dalam DIKTUM KETIGA huruf 4 dinilai kurang
memuaskan atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud
DIETUM KETIGA huruf b tidak méndapat peringkat minimal
C, maka izin operasional sebapaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.,

Segals  sesuatu  pkan diuball  dan ditinjau  kembali
schagaimana mestinya, fiks ternyata  dikemudian  hari
terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini,

PSurat Keputusen Ind  diberikan kepada madreasah yang
bersangleutan untuk dipergunalkan sehagaimana mestinya,

Ditetapkan i : Banjarmasin
Pada tanggal : ¥ Maret 2015
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LAMPIRAN |

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINS
KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL MUJAHIDIN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

[DENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

| Nama Madrasah BA MUJAHIDIN

| Nomor Statistik Madrasah 101263080066
| Alamat Madrasah Banyu Tajun
Kelurahan Banyu Tajun

! Kecamatan Sungai Pandan
- Kabupaten Hulu Sungal Utara
Provinst Kalimantan Sclatan

| Nama Organisasi Penyelenggars Yayasan Baryu Tajun Al Anwar

5 | Akte Notarls Organisas Nomor 13 Tahun 2012
| Penyclenggara
6 | Pengesahan Akte Notars 8K MENKUMHAM K Tanggal 9 Nopember
Organisssi Penyelenggara 2012
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Ditctapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : [§ Marct 2015
g MENTERI AGAMA Rl
"KEPALA KANTOR WILAYAH
7/ tBKEMENTERIAN AGAMA
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PIAGAM PENDIRIAN RA
Nomor: Kw.17.4/5/RA/05/2015

Diberikan kepada:

Penvelenggars Madrasah
Akte Novaria Penyelenggara
Pengesahan Abkte Nooaris

: RA. MLLTAHIDIN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

: Banyu Tajun

i Banyu Tajun

: Bungai Pandan

: Huh: Sungsi Utara

i Kalimantan Selatan

t Yayasan Banyu Tajun Al Anwar
i Nomor 13 Tahun 2012

: BK MENKUMHAM RI
Tanggal 9 Nopember 2012

Dengan Nomor Ststigrik Madrasah (NS
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